KEPALA DESA PUJON LOR
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG

PERATURAN KEPALA DESA PUJON LOR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PON

KEPALA DESA PUJON LOR,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Pujon Lor Tahun Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;,
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerahb(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2016 Nomor 240, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5948);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesai Tahun 2023 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan
lembaran Negara republik Indonesia Nomor 575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Derah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan PemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa Kkali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali;
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
nomor 2094);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1052);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1455);

Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);

. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);

. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12
Seri A);

. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan

Kepala Desa, Perangkat Desa Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
dan Insentif Ketua rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);

. Peraturan Bupati Malang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Standar Biaya

Umum Desa Tahun 2024 (berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023
Nomor 130 seri A);

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja (Lembaran Desa Pujon Lor Tahun 2018 Nomor 4);

. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Pujon Lor Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Desa Pujon Lor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa
Pujon Lor Tahun 2019 Nomor 8);

Peraturan Desa Pujon Lor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pujon Lor
Tahun 2019 Nomor 8);

. Peraturan Desa Pujon Lor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pujon Lor
Tahun 2019 Nomor 8);

. Peraturan Desa Pujon Lor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Desa Pujon Lor Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa
Pujon Lor Tahun 2024 Nomor 3);



MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUJON LOR TAHUN

ANGGARAN 2024

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri

dari:
1. Pendapatan Desa
a. Hasil asset Desa
- Pengelolaan tanah kas desa
b. Pendapatan Transfer
- Dana desa
- Bagi hasil pajak
- Alokasi Dana Desa
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

- Penerimaan pendapatan yang sah

- Bunga Bank
Jumlah Pendapatan

2. Belanja Desa

Pelaksanaan Pembangunan

opoop

dan mendesak
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan pembiayaan
SILPA Tahun sebelumnya
b. Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan modal desa
Selisih Pembiayaan (a-b)
Sisa lebih pembiayaan anggaran

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Rp. 167.000.000,00-

Rp. 121.000.000,00-
Rp. 121.000.000,00-

Rp. 1.751.288.093,00-
Rp. 1.049.433.000,00-
Rp. 79.941.093,00-
Rp. 621.914.000,00-

Rp. 14.368.115,42-
Rp.  4.900.000,00-
Rp.  9.468.115,42-

Rp. 1.886.656.208,42-

Rp. 872.871.499,23-
Rp. 782.634.200,00-
Rp. 167.609.674,00-
Rp. 71.067.400,00-

Rp. 2.061.182.773,23-
Rp. (174.526.564,81-)

Rp. 174.526.564,81-
Rp. 174.526.564,81-
Rp. 0,00 -
Rp. 0,00-
Rp. 174.526.564,81-
Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan
Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.



Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
Pujon Lor

Ditetapkan di Pujon Lor
pada tanggal 03 Januari 2024
KEPALA DESA PUJON LOR

Diundangkan di Pujon Lor
pada tanggal 03 Januari 2024
S S DESA PUJON LOR,

ROY KURNIAWAN
BERITA DESA PUJON LOR TAHUN 2023 NOMOR



